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BUPATI  ASMAT 

PROVINSI PAPUA 

PERATURAN BUPATI ASMAT 

NOMOR  26 A  TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2018 

 

BUPATI  ASMAT, 

Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan   ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asmat 2018; 

      
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Asmat Tahun 2018. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang    Nomor 12 Tahun    1969   tentang    

Pembentukan Propinsi Otonom  Irian  Barat   dan   
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi   Irian   Barat   
(Lembaran    Negara Republik Indonesia  Tahun 1969; 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2097); 

 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28  Tahun  1999 tentang  

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang  Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 

Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4245);  
 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terkahir Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
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11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

12. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 123); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, 
Nomor 48, Tambahan Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005, Nomor 137, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor195, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor5351); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5179); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 553; 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomo 5556), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 6057); 

33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 
4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

34. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka 

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 198); 

35. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); 

36. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Tunjangan Khusus Provinsi Papua; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 
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38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Operasional; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 525); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Keduaatas 
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 541); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah   (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

43. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Papua Tahun 2005-2025; 

44. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara  Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 

45. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013                                                                 
tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Asmat Tahun 2005 - 2025; 
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46. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten  

Asmat Tahun 2016 Nomor 3); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Asmat Tahun 2016 Nomor 12); 

48. Peraturan      Daerah      Nomor   13    Tahun    2016    

tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016 - 2021; 

49. Peraturan   Daerah   Kabupaten  Asmat  Nomor  14 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan   Belanja   
Daerah   Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2017; 

50. Peraturan   Bupati Asmat  Nomor  38 Tahun 2016  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan   dan   
Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun  Anggaran 

2017.  

 

M E M U T U S K A N 
 
Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG   RENCANA    KERJA  

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2018 

 

Pasal  1 
 

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2018 yang 
selanjutnya disingkat RKPD 2018, adalah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Asmat untuk periode 1 (satu) tahun 

yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 

(2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri 

dari : 

a. Buku I yaitu sebagaimana termuat  Lampiran I s/d Lampiran VI; 

b. Buku II yaitu sebagaimana termuat dalam Lampiran VII.1 s/d 
VII.26  Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 2 
 

(1) RKPD Tahun 2018 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 
sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat 

Nomor 13 Tahun 2016, yang memuat Rancangan Kerangka 
Pembangunan Daerah Tahun 2018 yang antara lain termasuk di 
dalamnya Visi, Misi, Program dan Arah Kebijakan Bupati Asmat dan 

Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaannya; 

(2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menjadi  

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asmat 
dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018; 

 

 
 
 

b. Peraturan Daerah…........../8 



-8- 
 

b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2018; 
c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Asmat dalam menyusun 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 
Tahun 2018. 

 

Pasal 3 
 

(1) Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018 : 

a. Pemerintah Kabupaten Asmat menggunakan RKPD Tahun 2018 
sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas 

Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat; 
b. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat menggunakan 

RKPD Tahun 2018 dalam menyusun Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018. 
 

 

Pasal 4 
 

(1) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat membuat Laporan 
Kinerja triwulan dan tahunan atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan 
Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator 

kinerja masing-masing program; 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) disampaikan 
kepada Bupati/Wakil Bupati Asmayt dan Kepala BAPPEDA Kabupaten 

Asmat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya 
triwulan yang bersangkutan; 

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi 
analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan 
oleh Organisasi  Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

 

Pasal 5 

 
Kepala BP4D Kabupaten Asmat menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja 
dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah  Tahun 2018 hasil pembahasan 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat dengan Rencana 
Kerja Anggaran Kabupaten Asmat Tahun 2018. 

 
 

Pasal 6 

 
Dalam hal RAPBD Tahun 2018 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada 
pasal 3 berbeda dengan hasil Pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 hasil pembahasan 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat. 

 

       
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT 

  KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 

YOSINA N.M RUMAIKEWI, SH 

PENATA TK.I 
NIP. 19771108 200502 2 002 

 

Ditetapkan  di  Agats  

pada tanggal  10  Juli   2017 

BUPATI ASMAT, 
TTD 

ELISA KAMBU 

 

Diundangkan  di Agats 
Pada tanggal 11  Juli   2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT, 

      TTD 
     BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES 

                      PEMBINA TK.I 
         NIP. 19641111 198510 1 001 

 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUATAHUN 2017 NOMOR 26 A  
 


